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Raden Prasetyo Suutomo. 2014. E1107059. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI 
LIMA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
               Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kota 
Yogyakarta dalam Penataan PKL dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penegakan Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan PKL di Kota Yogyakarta. 
Pelaksanaan ketentuan perencanaan tata ruang di Kota Yogyakarta belum terlaksana 
dengan baik, khususnya mengenai penataan PKL di sepanjang trotoar jalan protokol dan 
tempat-tempat umum yang disebabkan oleh banyaknya PKL. Implementasi Peraturan Daerah 
Kota Yogyakarta No. 26 tahun 2002 belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam 
peraturan daerah.. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian 
hukum empiris. Pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan observasi langsung ke 
lokasi yang diteliti, mengadakan wawancara di Kantor Walikota / Pemerintah Kota 
Yogyakarta. Selain itu data diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen, laporan dan 
tulisan-tulisan yang mendukung masalah yang diteliti. Analisis data yang dipergunakan 
adalah analisis data empiris. 
            Hasil analisa penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Masalah implementasi 
kebijakan penataan PKL kurang efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan dari 
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2002 dan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2007. Hal 
itu menyebabkan para PKL di lokasi usaha kegiatan PKL masih kurang teratur. Penataan 
tempat usaha serta kewajiban-kewajiban PKL untuk menjaga dan menata lingkungan usaha 
masih perlu ditingkatkan. (2) Masalah pengaruh implementasi Peraturan Daerah Kota 
Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 terhadap Penataan PKL di Kota Yogyakarta. Hal ini 
didukung : (a) Lokasi usaha PKL yang diperuntukkan kegiatan PKL  sangat strategis, yakni 
di sekitar sekolah, universitas, pusat keramaian dan pusat perbelanjaan kota Yogyakarta. 
Tempat-tempat lain menyesuaikan dengan pusat kegiatan sosial budaya masyarakat 
Yogyakarta. (3) Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal penataan sektor informal 
dengan melindungi kepentingan masyarakat khususnya ekonomi lemah, dengan cara : (a) 
menetapkan lokasi usaha PKL bertujuan memformalkan usaha PKL; (b) Pembinaan PKL 
dengan penataan  yang positif; (4) PKL pada dasarnya juga membantu di dalam menghimpun 
dana bagi keperluan Pemerintah Kota. 
 

























































Raden Prasetyo Suutomo. 2014. E1107059. Policy Implementation Mayor of Yogyakarta 
on Structuring Street Vendors. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 The purpose of this study is knowing Policy Implementation Mayor of Yogyakarta on 
Structuring Street Vendors and determine the factors that affect the implementation of the 
Mayor of Yogyakarta in Yogyakarta City Regional Enforcement Regulation No. 26 Year 2002 
on Structuring Street Vendors in Yogyakarta.  
 Implementation of the provisions of spatial planning in the city of Yogyakarta has not 
done well, especially regarding the arrangement of street vendors along the main streets and 
sidewalks public places caused by many street vendors. Implementation of Regional 
Regulation No. Yogyakarta 26 of 2002 on Structuring Street Vendors not in accordance with 
what has been set out in the local regulations.  
 Data collection methods used in this study is empirical legal research. The collection 
of data is obtained by using direct observation to the location under study, conducted 
interviews at Yogyakarta mayor's office. In addition, data obtained from the literature 
materials, documents, reports and writings that support the issues examined. Analysis of data 
used is the analysis of empirical data.  
             The results of the analysis of this study concluded that (1) Problem structuring policy 
implementation Street Vendors less effective implementation of laws and regulations of by 
law No. 26 of 2002 and regulation No. 45 year 2007. Mayor that led to the location of street 
vendors in the business activities of street vendors still less regularly. Structuring the 
business premises and the obligations of street vendors to maintain and organize the business 
environment still needs to be improved. (2) The problem influence the implementation of the 
Regional Regulation No. Yogyakarta City 26 Year 2002 on Structuring Street Vendors in 
Yogyakarta. This is supported by: (a) The business location that is intended Street Vendors 
very strategic activities, namely in school, university, centers, and shopping center. Other 
places to adjust to the social and cultural of Yogyakarta. (3) Policy Yogyakarta City 
Government in terms of the Informal Sector Arrangement with protecting the interests of the 
people, especially the weak economy, by means of: (a) establish a business location hawkers 
aims to formalize business vendors; (b) coaching Street Vendors with positive arrangement; 
(4) Street Vendors basically also assist in collecting funds for the purposes of the Local 
Government. 























































“ Mencoba selingkuh itu gampang, tapi kenapa tidak mencoba sesuatu yang lebih menantang 
yaitu setia. ” 
( Tomi ) 
 
“ Bukan karena pekerjaan menyenangkan maka kamu tersenyum, tapi karena kamu 
tersenyum, pekerjaan jadi menyenangkan ” 
( Dokter Agus ) 
 
“ Jadilah seburuk - buruk di mata manusia, tapi semulia - mulianya di mata Tuhan.” 
( Eriek Conserianto ) 
 
" Orang yang bisa belajar itu hebat. ” 
( Michelle Chen ) 
 
“ Kalau kita menyukai orang lain, maka tidak otomatis orang itu menyukai kita. Jangan egois. 
Jangan GR. ” 
( Tere Liye ) 
 
“ Kuliah kalau cuma ngejar IPK, hidup pun gak akan punya cerita. ” 
( John Cunap ) 
 
“ Mantan penjahat itu lebih baik dari pada mantan orang baik. ” 
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